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PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

DI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Unit Layanan Pengadaan

Barang/jasadi Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi,sudah tidak sesuai lagi dengan

perkembangan sehingga perlu disempurnakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a perlu menetapkanPeraturan

Menteri Ketenagakerjaan tentang Unit Layanan

Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian

Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4

Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang

Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun

2014 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara

Elektronik di Kementerian Tenaga Kerja dan

Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1132);

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015

tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan

Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan

Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta

Pembentukkan Rancangan Peraturan Menteri di

Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang

Unit Layanan Pengadaan sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang

Perubahan atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun

2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG

UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya

disebut denganPengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan

untuk memperoleh Barang/Jasa oleh
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Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat

Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari

perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh

kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

2. Unit Layanan Pengadaan Kementerian, yang selanjutnya

disebut ULP Kementerian adalah unit layanan yang

berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa di

Kementerian.

3. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya

disingkat LPSE adalah unit kerja Kementerian yang

dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan

pengadaan barang/jasa secara elektronik.

4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA

adalah Menteri.

5. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat

KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk

menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

6. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

7. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki

sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa yang ditunjuk

untuk melaksanakan pengadaan langsung.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT

adalah organisasi yang bersifat mandiri yang

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu

dan/atau tugas teknis penunjang Kementerian

Ketenagakerjaan.

9. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan

urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
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BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa

dibentuk ULP Kementerian.

(2) ULP Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

bersifat permanen.

Pasal 3

ULP Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

berkedudukan di BiroUmum, Sekretariat Jenderal.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 4

ULP Kementerian mempunyai tugas:

a. mengkaji ulang rencana umum pengadaan barang/jasa

bersama PPK;

b. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;

c. mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di

website/situsKementerian dan papan pengumuman

resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE

untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

d. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui

prakualifikasi atau pascakualifikasi;

e. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga

terhadap penawaran yang masuk;

f. menjawab sanggahan dari penyedia barang/jasa;

g. menyampaikan hasil pemilihan dan menyerahkan

salinan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa

kepada PPK;

h. mengarsipkan dokumen asli pemilihan penyedia

barang/jasa;

i. mengusulkan perubahan harga perkiraan sendiri,

kerangka acuan kerja/spesifikasi teknis pekerjaan dan
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rancangan kontrak kepada PPK;

j. membuat laporan berkala mengenai proses dan hasil

kepada Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur

Jenderal/Kepala Badan;

k. memberikan laporan pertanggungjawaban atas

pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada

PA/KPA;

l. menyusun dan melaksanakan strategi pengadaan

barang/jasa di ULP Kementerian;

m. melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan

menggunakan sistem pengadaan secara elektronik di

LPSE;

n. melaksanakan evaluasi terhadap proses pengadaan

barang/jasa yang telah dilaksanakan;

o. mengelola sistem informasi manajemen pengadaan yang

mencakup dokumen pengadaan, data survei harga, daftar

kebutuhan barang/jasa, dan daftar hitam penyedia.

Pasal 5

ULP Kementerian berwenang:

a. menetapkan dokumen pengadaan;

b. menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;

c. menetapkan pemenang pengadaan barang/pekerjaan

konstruksi/jasa lainnya yang bernilai Rp.200.000.000,00

(dua ratus juta rupiah) sampai dengan

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan jasa

konsultansi yang bernilai Rp50.000.000,00 (lima puluh

juta rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00

(sepuluh miliar rupiah);

d. mengusulkan penetapan pemenang kepada Menteri

untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa

lainnya yang bernilai di atas Rp100.000.000.000,00

(seratus miliar rupiah) dan jasa konsultansi yang bernilai

di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

e. mengusulkan penyedia barang/jasa yang melakukan

perbuatan dan tindakan seperti penipuan/pemalsuan

dan pelanggaran lainnya, kepada PA/KPA agar dikenakan

www.peraturan.go.id


